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BUPATI TEGAL 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 
NOM0R 1$ TAHUN 2004 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANl$ASI $EKRETARIAT DAERAHDAN 
· SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

BUPATI TEGAL, 

Menimbang a. bahwa Pembentukan Organisasl Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat DPRD telah disahkan Bupati legal dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2001 
·dan telah. dlundangkan _dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
T egal Tahun 2001 Nomor 01 ; . 

Mengingat 

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah 
,Nomor 8 Tahun 2003 tantang Pedoman Organisasl 
Perangkat Daerah, maka Peraturari Daerah Kabupaten 
Tega! Nomor 01 Tahun 2001 tantang Pembentukan 
Organisasi Sekretariat Oaerah dan Sekretariat DPRO perlu 
di sesuaikan ; . 

c. bahwa sehu~ dengan # tersebut perlu diatur dan 
ditetapkan dengan Peratunm Oaerah ; . 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
.. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Oalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah ; 
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ; 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor60, Tambahan Lembaran Negara Nomor3839); . 

4. Undang-undang ...... . 
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4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara · Pemerintah Pusat dan 

Daerah (lernbaran Negara Tahtm 1999 Nomor 79, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 8 Tahtm 1974 tentang Pokok­

pokok Kepegawalan (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 

189, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3890) ; 

6. Undang-undang Nornor 22 Tahtm 2003 tentang Susunan 

Dan Kedudukan Majelis Pennusyawaralan Rakyat. Dewan 

Perwakllan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ; 

7. Peraturan Pemerinlah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Ko1amadya Daerah Tingkat II 

Tega! dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (lembaran 

Negara Tahun 1986 Nornor 8, Tambahan Lembaran Negara 

·Nomor3321); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Proplnsl Sebagal 

Daerah 0lonom (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952) ; · 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Organlsasi Perangkat Daerah (lembaran Negara 

Tahun 2003 Nornor 14, Tambahan lembaran Negara Nomor 

4262); 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknls Penyusunan dan 

Materi M1iatan Produk-produk Hukum Daerah ; 

11.· Peraturan Daerah Kabupaten Tega! Nomor 02 Tahun 2003 

tentang Kawonangan Kabupaten Tega! (lembaran Daerah 

Kabupaten T egal Tahun 2003 Nornor 11) ; 

12. Peraturan .......... . 
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12. Peraturan l)aerah 1<abupaten Tega! Nomor 04 Tahun 2003 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tega! Tahun 2003 

· Nomor 13) ; 

· Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL, 

MEMUTUSKAN : · 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANO 
PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN 

SEKRET~T DEWAN PERVV.Al(ILAN ~AT DAERAH. 

BABI 
KETEN"l'UAN UMUM 

• Pa.al 1•. 

. .. 
Dalam f'eraturan Daerah lni, ,yang.dJmaksud. dengan ; .· 

1. · Danh ada'iah Kabupaten T egal ; 

2. PenJerlntah Daerah adalah Bupati basarta Penmgkat · Daerah Ot.onom yang lain 

sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 
. . . . . 

3. Bupati adalah Bupati Tega!; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat . Daerah adalah .. Dewan Perwakllan Rakyat .. Daerah 

Kabupaten Tega!, yang selanj~ disingkat DPRD; 
5. Sekretaris Daerah adalah.Sekretaris Oaerah Kabupaten Tegal ; 
6. Sekretariat Daerah. adalah · Sekretaria[ Daerah Kabupaten Tega!, yang selanjutnya 

disingkat SETDA ; 
7 .. Asisteri Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris. Daerah Kabupaten Tega! ; . 

8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adaiah Sekretaris Dewan Perwakilan 
Rakyat Kabupatan Tegal, yang.selanjutnya dl$ebut ~kretaris OPRD;. 

9. Sekretariat Dewan Perwakilao Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan ; 

10.Jabalan Fungsional ··.·adalah. kedudukart yang menunjuJran tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seseorang Pegawai .Negeri Sipll dalam satuan organlsasl yang 
dalam pelaksanaan tugasnya · dldasarkan pada keahlian dan atau · ketrampllan 

tertentu serta bersifat mandlri. 
BAB ll . .-...... 
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BABU 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasa12 

Dengan Peraturan Daerah lnl dlbentuk SETDA dan Sekretarlat Dewan. 

; 
' 

BagianPertama 

SETDA 

Pasal3 

(1) SETDA merupakan unsur pembantU Plmpfnan Pernerintah Daerah dipimpln oleh 

." seorang Sekretaris Daerah yang benlda di bawah dan beltanggung jawab kepada 

Bupati. 

(2) SETDA mempunyal tugas ·rnemt>antu Bupati · dalarn melaksanakan . tugas 

··penyelenggaraan pemerintahan, adminlstrasi, organisasl dan tatalaksana serta 
· rnemberlkan pelayanan admlnisbatif kepada seluruh Perangkat Daerah. 

~) Oalam. nienyelenggarak tugas .sebagalmana dirnaksud ayat (2) Pasal lnl, SETDA 

mempunyal fungsl : 

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ; 

b. penyelenggaraan admlnlstrasl pemerlntahan ; 

c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, pmarana dan sarana 
pemerintahan Daerah ; 

r d: pelaksanaan tugas lam yang diberikan oleh Bupali sesuai tugas dan fungsinya. 

Paragraf 1 

Asisten Pemerintahan dan Pembangunan 

Pasal4 

(1) Tugas pokol< Asisten Pemerlntahan dan Pembangunan adalah melakukan 

pernbinaan penyelenggaraan · pemerintahan dan pembangunan serta 

mengkoordinasikan perumusan perundang-undangan dan kesejahferaan rakyaL 

(2) dalam ...... . 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal lni, 
Aslsten Pemerlntahan dan Pembangunan, mempunyal fungsl : 
a. perumusan bahan kebljakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta 

memantau penyelenggaraan pemerlntahan, pembangunan · dan kesejahteraan 

rakyat; 

b. pelaksanaan koordlnasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 

dan kesejahteraan rakyat ; 
C. penyusunan .bahan kebljakan· dan koordlnasi perumusan Peraturan Perundang­

undangan. 

Paragraf2 
Asisten Administrasi 

Paul& 

(1) Tugas pokok. Asisten Adrninistrasi adalah melaksanakan dan rnembina organisasi 

dan tatalaksana, . pendayagunaan aparatur, keagrariaan, ketatausahaan, 

kepegawalan, rumah tangga dan protokol. 
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagalmana dlmaksud ayat (1) Pasal lni, 

Asisten Administrasl, mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan koordlnasi penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan 

organlsasl, tatalaksana·dan pendayagunaan aparatur; 
b. pelaksanaan koordlnasi penyusunan pedoman . dan petunjuk pembinaan 

keagrarlaan ; 
c. pelaksanaan koordlnasi penyusunan pedoman dan petunjuk pemblnaan 1ala 

usaha, keuangan dan barang serta kepegawaian dillngkungan SETDA ; 

d. pelaksanaan urusan rumah tangga, protokol dan sandl telekomunlkasi ; 

Paragraf 3 . 
Bagian Pemerintahan 

Paul& 

(1) Tugas pokok Bagian Pemerintahan adalah melaksanakan penyusunan program dan 

petunjuk teknis pemblnaan penyelenggaraan pernerlntahan umum, perner'.ntahan 

Desa/Kelurahan, pemblnaan Perangkat Daerah/Oesa dan pemblnaan lembaga 

Desa serta pembinaan adminlstrasl Oesa/Kelurahan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagalmana dimaksud ayat (1) Pasal inl, 

Baglan Pemerintahan, rnempunyai fungsl : 

a. pengurnpulan .... 
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a. pengumpulan bahan pemblnaan, . koordinasl instansl vertikal oleh Bupatl dalarn 

menyelenggarakan pemerintahan dan penyusunan rencana program dan 

petunjuk teknls pembinaan prasarana fislk pemerintahan ; 

b. pengumpulan bahan dan menganalisa data serta pemberian pertlmbangan dalam 

rangka pemblnaan Perangkat Daerah/Desa dan lembaga Cesa : 

C. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemblnaan tata 

penyelenggaraan pemerinlahan Desa/Kelurahan ; 

d. pengelofaan urusan kelafausahaan Bagian Pemerlntahan. 

Paragraf 4 

Bagian Hukum 

Pasal7 

(1) Tugas pokok Baglan Hukum adalah melaksanakan dan mengkoordlnasikan 

perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, memberlkan bantuan 

hukum, mempublilcasikan dan mendokumen1asil produk hukum serla pembinaan 

. perijinan. 

(2) Dalam rnenyelenggarak tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, 

Bagian. Hukum, mempunyai fungsi : 

a. pengkoordlnaslan perumusan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupatl ; 

b. penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

dan menylapkan bahan rancangan Peraturan Daerah ; 

c. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada sernua unsur 

Pemerlntah Oaerah atas masalah hukum yang tlmbul dalam pelaksanaan tugas ; 

d. penghlmpunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan publikasl produk 

hukum dan pelakSanaan dokumentasl hukum ; 

e. pengumpufan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknls pemblnaan 

perijinan; 

f. · per,gelolaan urusan ketatausahaan Bagian Hukum. 

Paragraf 5 ........ . 
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Paragraf 6 

Bagian Perekonomian clan Pembangunan · 

Pasal8 

(1) Tugas pokok Baglan Perekonomlan dan Pembangunan adalah melaksanakan clan 

mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknls pembinaan serta 

monitor perkembangan dlbldang sarana/prasarana perekonomian penlngkatan 

produksi, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembangunan serta 

pengendalian administrasi pembangunan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dlrnaksud ayat (1) Pasal ini, 

Bagian Perekonomian clan Pembangunan, mempunyai fungsi : 

a. Pengumpulan bahan, penyusunan pedoman clan petunjuk teknis pembinaan 

dlbidang produksi pertanian, induslri, pertambangan clan energi serta 

kepariwlsataan ; 

b. Pengumpulan bahan, penyusunan pedoman clan petunjuk teknis pembinaan 

dlbidang perkoperasian dan perkredll:an serta pennodalan ; 

c; Pengumpulan bahan penyusunan pedornan clan petunjuk teknis pembinaan 

dibidang perusahaan clan perbankan Daerah ; 

d. Pengumpulan bahan, penyusunan pedornan dan petunjuk teknis pembinaan 

dlbidang transportasi clan telekornunlkasl ; 

e. Pengumpulan bahan, koordinasi dan penyusunan program tahunan 

pembangunan Daerah; 

f. Pelaksanaan pengendalian adminlstrasi pembangunan yang dlblayai anggaran 

pendapatan Daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lalnnya; 

g. Pengumpulan bahan clan pengadmlnistraslan program, bantuan pembangunan 

dari Propinsi Jawa Tengah, Pemerlntah Pusat dan bantuan pihak ke tiga; 

h. Pelaksanaan analisa dan evaluasi pembangunan; 

i. Pengelolaan urusan ketatausahaan Bagian Perekonomian dan Pembangunan. 

Paragraf 6 ··-···· 
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Paragrafl 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Pasal9 

(1) Tugas pokok Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah melaksanakan clan 

rriengkoordinast1can penyusunan p1q1ram clan petunjuk teknis · pembinaan serta 

memantau pemberian .bantuan clan perkembangari keglata11 pelayanan soslal, 

pemberdayaan perempuan clan keluarga berencana .. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud ayat (1) Pasa1 ini, 

Bagian Kesejahteraan Soslal, mempunyai fungsl : 

a. . pengumpulan bahan penyusunan pedoman clan petunjuk teknis pembinaan 

dibldang kesejahteraan rakyat ; 

r--, b. pengkoonfmasian clan. pemantauan pelaksanaan pemberian bantuan dibidang 

r-,, 

pelayanan clan bantuan soslal serta.ketenagakerjaan ; 

c. pengumpulan clan pengolahan data serta penylapan saran clan pettimbangan 

dalam peningkalan kesejahteraan rakyat ; · 

d. pengumpulan clan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan 

pedoman clan petunjuk teknis pembinaan dibidang agama termasuk urusan haji 

clan soslal budaya·;· · 

e. pengumpulan · clan pengolahan data serta penyiapan ba.han penyusunan 

pedoman clan petunjuk teknls pembinaan dibldang pendidikan, generasi mucta, 
· olah raga clan pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana ; 

f. pengelolaan urusan ketatausahaan Bagian Kesejahteraan Rakyat · 

Paragraf 7 

Bagian Organisasl 

Pasal10 

(1) Tugas pokok Bagian Organisasi adalah melaksanakan penyusunan pedoman clan 
petunjuk teknls pemblnaan kelembagaan~ ketatalal<sanaan, · pemblnaan 

Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), pengolahan data clan perpustakaan. 

(2). Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimalcsud ayat (1) Pasal ini, 

Bagian Organisasi, mempunyai fungsi : 

a. pengumpulan clan pengolahan data serta menyiapkan bahan pembinaan clan 

penalaan kelembagaan clan perpustakaan ; 
b. pengumpulan ........ . 
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b. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknls pembinaan 

ketatalaksanaan, pengolahan data dan petunjuk teknis pembinaan 

Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) ; 

c. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan 1ata 

kerja, metode kerja dan prosedur kelja ; 

d. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengefolaan dan 

pengembangan perpustakaan ; 

e. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis slstem 
pengumpulan, pengolahan data dan penyajian data ; 

f. pengelolaan urusan ketatausahaan Bagian Organisasi. 

Paragraf 8 

Bagian Keagrariaan 

Pasal 11 

(1) Tugas pokok Bagian Keagrariaan adalah melaksanakan perencanaan penggunaan, 

pengadaan dan penyelesaian sengketa tanah. 

(2) Dalam rnenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, 

Bagian Keagrariaan, mempunyai fungsl : 
a. pengumpulan bahan penyusunan pedomal'I dal'I petunjuk tekl'lis keagrariaal'I ; 

b. perencanaan penggun&al'I tanah Daerah sesuai pemtu,an perundang-undangan 

yang berlaku ; 
c. pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah Daerah sesuai peraturan perundang­

undang yang berlaku ; _ 

r~- d. pel'lg8lolaan urusan ketatausahaan Bagian Keagrariaan. 

Paragraf 9 

BagianUmum 

Pasal12 

(1) Tugas pokok Bagian Umum adalah melaksanakan pembinaan ketatausahaan, tata 

usaha plmpinan, keuangan dan penyusunan program kebutuhan perbekalan, 

perawatanlpemeliharaan serta melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknls pembinaan mutasi pegawai dan 1ata usaha kepegawaian dillngkungan 

SETDA. 
. (2) Dalam ...... . 

E.~-tmPerda-SDSW.cloc 



~, 

r"\ 

-10-

(2) Dalam menyelenggarakan tugas 1)9kok sebagaimana dirnaksud ayat (1) Pasal ini, 

Bagian Umum, mempunyai fungsl : 

a. pelaksanaan lceglafan fala usaha plmpinan dan umum ; . 

b. pengumpulan, penslsternatisasian dan pengolahan bahan penyusunan rencana 

kebuluhan perbekalan ; 

c. pelaksanaan penyiapan, pengadaan, pemeliharaan 

perbekalan ; 

perlengkapan dan 

d. pengumpulan dan pengolahan · data serta mempersiapkan peraturan-

· perundangan dibldang kepegawaian ; . 

e. pelak:sanaan . dan · pengolahan rnulasi dan fala usaha kepegawaian, pembinaan 

dan peogembangan karier pegawal di llngkungan. SETDA ; . , 
"f, 

f. pengelolaan urusanketatausahaan BagianUmurn • 
. :,-i . 

Paragraf10 

. Bagian Rumah Tangga dan Protokol 

Pasal13 

(1)Tugas 1)9kok Bagian Rumah Tangga dan Protokot adalah melaksanakan urusan 

dalam, pelayanan umum, penyiapan dan pengab.lran akomodasi, protokol, sandl dan 

telekomonikasi. 

(2) Dalam rnenyalenggarak tugas pok~k sebagaimana dlmaksud ayat (1) Pasat ini, 

Baglan Rumah Tangga dan Protolcot, mempunyal fungsl : 

a. penyelenggaraan urusan rumahlanggflSETOA; 

b. pengelolaan urusan peijalanan dinas ; 

c. pelaksanaan urusan keprotokolan ; 

d. petaksanaan unisan keamanan kedalam . terhadap personil, materlil dan 

· infonnasi ; 

pengelolaan urusan ketatausahaan Bagian Rurnah Tangga dan Protokol 

Baglan Kedua •.••.•.••• 
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· ·. 'Sagian Kedua 

· Sekretariat Dewan 

Pasal14 

(1) Sekretariat Dewan rnerupakan unsur pendukung. kelancaran pelaksanaan tugas 

DPRD, diplmpin oleh. seorang Sekretarls yang bertanggung jawab kepada Pimplnan. 

DPRD dan secara adminlstratif dibina oleh Sekretaris Daerah. 

(2) Sekretariat Dewan dapat menyediakan pakar/ahli dengan tugas membantu anggota 

Dewan clalam menjalankan fungslnya : 

(3) Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan • admlnistratlf kepada 

anggota DPRO. 

(4) Dalam . menyelanggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal inl, 

Sekretarlat Dewan, mempunyal fungsl : 

· a. fasililasi keglatan anggota DPRO ; 
· b'. ·. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD ; 

c; . pengelolaan urusan ketatausahaan OPRD. · . 

Paragraf·1 

BagianUmum 

Pasal16 

(1) Tugas pokok Bagian Umum adalah melaksanakan pemblnaan ketatausahaan dan 

rumah tangga.· 

(2) Dalam menyelanggarakan tugas pokok sebagaimana dlmaksud ayat (1) Pasal inl, 

Bagian Umum,.mempunyai fungsi .: 

a. pelaksanaan pemblnaan administrasl.urusan ketatausahaan, dan kepegawaian; 

b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota OPRD ; 

c. pengelolaan urusan ketatausahaan Bagian Umum. 

Paragraf 2 ········· 
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-Paragraf 2 

Bagian Keuangan 

PasaJ16 

(1) Tugas • pokok Baglan Keuangan adlllah melaksanakan pemblnaan penyusonan 

anggaran dan perbendaharaan. 

(2) Dalam menyelenggaralcan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Passi inl, 

Bagian Keuangan, mempunyai fungsi : 

a, · Pelaksanaan pemblnaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat Dewan ; 

b. perencanaan anggaran pengeluaran DPRD ; 

· c. ·. penyusunan laporan keuangan DPRD dan Sekretariat Dewan ; 

,_ d. pengelolaarnwsan ketatausahaan Bagian Keuangan . 

. Paragraf 3 

Bagian Persidangan 

Pasal17 

(1) Tugas pokok Bagian Persidangan adalah melaksanakan dan penyiapan rapat, 

risalah, procluk dan dokurnentasi hukum. 

(2) Dalam ~yelenggarakan·tugas pokok sebagaimana dlmaksud ayat (1) Pasal lnl, 

Bagian Persldangan, mempunyai fungsi : 

Si fasilitasi rapat anggota OPRD ; 

b. penyelenggaraan rapat-rapat dan pembuatan risalah yang diselenggarakan oleh 

. DPRO•; · 

c. penyiapan produk hukum dan mendokumentasikannya ; 

d. .,engelolaan urusan ketatausahaan Bagian Persidangan. 

BAB Ill .•• , ••.. 
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BABffl 
· SUSUNAN ORGANISASI 

Baglan Pertama 

SETDA 

Pasal 18 

(1) Susunan organisasi SETDA, terdiri dari Sekretaris Oaerah, 2 . (dua) Aslsten 

Sekrefaris Daerah, terbagi dalam 8 (delapan) Baglan, dan Baglan terdirl dari Sub 

Baglan. · 

(2) Susunan 0rganisasi.sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari: 

a. Asisten, tardiri dari : 

1. Aslsten Pernerlntahan dan Pembangunan; 

2. Aslsten Administrasi. 

b. Bagian, tardiri dari : 

1. Bagian Pemerintahan ; 

2. Baglan Hukum ; 

3. Bagian Perekonomian dan Pembangunan ; 

4 .. Baglan Kesejaht~n Rakyat; 

. 5. .Bagian Organisasi ; 

· . 6. Baglan Keagrarian; 

7, Bagian Umum ; 

8. ·· Bagian Rumah Tangga dan Protokol. 

c .. Kelornpok Jaba1an Fungsjonal. 

(2) Aslsten sebagaimana dimaksud. ayat (2) huruf a Pasal inl berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah. 

(3) Maslng-maslng Bagian diplmpln oleh seorang Kepala Bagian. 

(4) Masfng-maslng Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub .Bagian. 

(5) Kelornpok Jabatan Fungslonal dlpimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 

sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. 

Paragraf 1 ..... .. 

B:'p,rd,Hol-ffl'IPerda.SDSW.doc 
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Paragraf1 

Asisten Pemerintahan dan Pembangunan 

Pasal19 

(1) Asismn Pemeriutahan dan Pembangunan, terdiri dari : 

a. Bagian Pemer'.nlahan ; 

b. Baglan Hukum ; 
c. Bagian Perekonomfan dan Pembangunan; 

d. Bagian Kesaj.tdaraan Rakyat 

(2) Bagian Pemalintahan, terdiri dari 3 (1iga) Sub Bagian, yaitu : 

a. Sub Bagian Pemerlnlahan Umum ; 

b. Sub Bagian Pemerlntahan Desa/Kelurahan ; 

c. Sub Bagian Perangl(at dan Lembaga Cesa. 

(3) Baglan Hukum, lerdlri clari 3 (tiga) Sub B,glan, yaitu : 

a. Sub Bagian Perundang-undan ; 

b. Sub Baglan 8antuan Hukum dan Hak Asasi Manusia ; 

C. Sub Bagian Dokumentasi dan lnformasl Hukum. 

(4) Bagian Pefelconolnlan dan Pembangunan, terdil'i dari 3 (tiga} Sub Bagian, yaitu : 
-

a · Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian ; 
. b. Sub Bagian Penyusunan Program ; 

c. Sub Raglan Pengendalian dan Pefaporan. 
(5) Bagian Ke:.ajahtwaan Rakyat, terdiri clari 3 (tiga) Sub Baglan, yaitu : 

a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; · 

b. Sub BagianAgama, Pendidlkan dan Kebudayaan; 

c. Sub Baglan Pemberdayaan Perempuan. 

Paragraf 2 

AsistenAdministrasi 

(1) Aslsten Admlnis1rasl, terdin dari : 

a Baglan Otganlsasi ; 

b. Bagian Keagrarian; 

C. Bagian 1Jmum ; 
d . . Baglan Rumah Tangga Protokol. 

Pasal20 

(2) Bagian mw• 
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(2) Baglan Organisasi, terdlrl dari 3 (tiga)SUb Baglan, yaltu: 

a. SUb Bagian Kelembagaan ; 

b. · Sub Baglan Ta1alaksana ; 

c. Sub Baglan PenclayagiJnaan Aparatur. · 

(3) Bagian Keagrariaan, terdiri dari.3. (tlga) Sub Bagian, yaitl.l.: 

a. Sub Bagian Perencanaan Penggunaan Tanah ; 

b. Sub Baglan Pengadaan Tanah ; 

c. Sub Baglan Penyelesalan Sengketa Tanah. 

(4) Bagian Umum, tardirl dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : 

a. Sub Bagian Tata Usaha ; 

b. sub Bagian Keuangan dan Barang ; 

c. Sub Baglan Kepegawalan, 

(5) Bagian Rumah Tangga dan Protokol, terdlrl darl 3 (tiga) Sub Bagian, yaltu : 

a. Sub Bagian Rurnah Tangga ; ·. 

b. Sub Baglan Protokol ; 

c. Sub Bagian·Sancli dan.Telekomunikasi •. 

Paragraf 3 

BagianKedua 
Sekretariat Dewan 

Pasa121 

r 

(1) Sekrelarlat Dewan, tardiri dari Baglan dan Bagian terdlri dari Sub Baglan. 

(2)Susunan Organlsasl sebagalmana dlmaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari 3 (tiga) 

Bagian, yaitl.l : 

a. Bagian Umum ; 

b. SagianKeuangan.; 

c. Bagian Persidangan. 

(3) Baglan Urnum, terdirl darl 2 (dua) Sub Bagian, yaitu ; . 

a. Sub Baglan Tata Usaha; 

b. Sub Bagian Rumah Tangga. 

· (4) Baglan Keuangan; terclirl dari 2 (dua) Sub Baglan, yalt:u : 

a Sub Bagian Anggaran ; 

b. Sub Bagian Perbendaharaan. 

B:~SDSW.doc 

(5) Bagian ...... . 



(5) Bagian Persidangart, terdlifdarl 2 (dua) Sub 8agiarl, yallu :. 

a. Sub Baglan Persldangan dan Rlsalah ; 

b. Sub Bagian Prociuk dan Dokumen1asi Hukum. 

(6) Maslng-masing Baglan diplmpln oleh seorang Kepala Bagian. 

(7) Masing..maslng·Sub Bagian diplmpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. 

BABIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal22 

Pejabat.;pejabat yang menduduki jabatan eselon II, Ill, clan IV, pada saat berlakunya 

Peraturari Daerah ini, telap melaksanakan tugas dan menerirna tunjangan jabatan 

ses•iai ·· .. ~ ketentuan · yang ber1aku sampal dengan dllantiknya Pejabat baru 

;c~ bar~ p~ Daerah inl. 

. ' 

BABV 

KETENTUAN LAIN:... LAIN 

Pasa123· 

Bagan organisasl SEIDA dall ~ekretariat Oewan, tercantum dalam Lamplran dan . . . . ' . . . 

merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal24 

(1) Penjabaran Tugas'·dan ··Fungsi Sekretarls Daerah, Sekretaris OPRO, Aslsten, 

Baglan, dan Sub Baglan, . serta Tata Kerjanya akan diatur leblh lanjut dengan 

Keputusan eup.tl .. 

· (2) Fonnasi dan persyaratan jabatan pada Sekretarls Oaerah dan • Sekretariat Oewan 

.. d~tapka1:1 delv.ln. J(eputusan Bupati sesual dengan ketentuan peraturan 

perundang..undangan·yang·berlaku., 

BABVI ; ....... . 
E:~.doc 



BABVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal2t5 

Dengan berfakunya Peraluran Daerah lni, malat Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 

Nomor 01 Tahun 2001 tenfang Pembentukan Organisasl Selcretariat Dasrah Dan 

Sekrelariat Dewan Perwakilan Rakyat Das rah, dmy1e!ekar tidak berlaku lagi. 

Pual28 

Peraturan Daerah inl mufai berlaku pada tanggal diundangkan . 

. Agar setiap orang dapat mengetahulnya, memerlnlahkan pengundangan Peralurm 

Oaerah inl dengan penempatannya dalam Lenlbaran Daerah Kabupaian Tegal. 

Dtundangkan di Slawi 

pada tanggal 16 Agustus 2004 

Pembina Ufalna Muda 

NIP. 600 078 262 

LEMBARANDAERAHKABUPATEN TEGAL 

TAHUN 2004 NOMOR 36 

&\.Ude a.It~.-

Olsahkan di Sfawi 

pada tanggal 14 ,6Qt.lstus 2004 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 

NOMOR 15 TAHUN 2004 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

I. UMUM 

Bahwa Pembentukan Organlsasl Sekretarlat Daerah dan Sekretarlat 

DPRD telah dlsahkan Bupati Tega) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 

Nomor 01 Tahun 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

T egal Tahun 2001 Nomor 01. 

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Oaerah, maka Peraturan Oaerah 

Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi 

Sekrelarlat Daerah dan Sekretarlat DPRD perlu di sesualkan. 

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur dan ditetapkan 

dengan Peraturan Oaerah. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 s.d Pasal 26 : Cukup jelas. 

E.~-~-doc 
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